SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 48 TAHUN 2017
TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang

DENGAN KABUPATEN LEBONG PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa wuntuk tertib administrasi pemerintahan di

Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan dan
Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, perlu ditetapkan
batas daerah secara pasti antara Kabupaten Musi Rawas
Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Lebong

Provinsi Bengkulu;

. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Musi

Rawas Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten
Lebong Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam
huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Musi
Rawas Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah
Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu dan disetujui oleh

Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten
Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten

Lebong Provinsi Bengkulu;



Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16
Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor
52), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 4 tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja
Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan,
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang

Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Lebong dan  Kabupaten
Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang



Menetapkan

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012
tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252)

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS
DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA
SELATAN DENGAN KABUPATEN LEBONG PROVINSI
BENGKULU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Selatan adalah daerah otonom
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25
Tahun 1959 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan
Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang
perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 1955 Nomor 52) sebagai Undang-Undang.

2. Provinsi Bengkulu adalah daerah otonom sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Propinsi Bengkulu.

3. Kabupaten Musi Rawas adalah daerah otonom
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28
Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang
Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan

Daerah Tingkat 1l termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan



Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-
Undang.

4. Kabupaten Lebong adalah Daerah Otonom sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003
tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten
Kepahiang di Propinsi Bengkulu

5. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah
titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan
pengukuran/perhitungan posisi titik dengan
menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai

pelengkap.

Pasal 2
Batas daerah Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera
Selatan dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu dimulai
dari TK 1 dengan koordinat 3" 06' 35.676" LS dan 102° 29'
11.503" BT yang merupakan titik simpul batas Kecamatan
Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas
Provinsi Sumatera Selatan dengan Kecamatan Topos
Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu dan Kecamatan Karang
Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara, selanjutnya ke arah
Selatan sampai pada TK 2 dengan koordinat 3° 08' 56.304" LS
dan 102° 29' 16.958" BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai
pada TK 3 dengan koordinat 3° 11' 15.801" LS dan 102° 29'
21.074" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK
4 dengan koordinat 3° 13' 35,424" LS dan 102° 29' 11.165"
BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 5 dengan
koordinat 3° 15' 30.935" LS dan 102° 29' 18.240" BT,
selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 6 dengan
koordinat 3° 16' 06.131" LS dan 102" 29' 39.380" BT yang
merupakan titik simpul batas Kecamatan Selangit Kabupaten
Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan dengan Kecamatan
Topos Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu dan Kecamatan
Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Provinsi

Bengkulu.



Pasal 3
Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap
dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan,

dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4
Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

ini.

Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2017

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA,
ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2017.

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 957.
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
ttd

WIDODO SIGIT PUDJIANTO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19590203 198903 1 001.




9660000

9655000

9650000

9645000

. | 102°25"0" BT ' ' 102"30'0" ' ' | 102°35'0"
| .\.\'f&
N,
\.\ RUPIT
.\.\.\.
N\, DuLU
] \,
\
\
\,\.
N “~. | KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
N PROVINSI SUMATERA SELATAN
;e%i \'\‘. : = -
\,\
| b KECAMATAN KARANG JAYA 4
) r
= ANG\\‘N\ERAH \.%
| % \
% N TK 1
N
] \'
?
/
KECAMATAN TOPOS [j
] N
)\ KECAMATAN
S SUKU TENGAH LAKITAN ULU TERAWAS
] |
f
(.
TIKLAI .\.
| \
2
/
SIL4; 4
| (‘ TK 2
®
I
] \.
J
<
\
1 \D N
o S )
?} SAPAT \ a
[
] .j
.I
!
KABUPATEN LEBONG \/
| PROVINSI BENGKULU / @ KABUPATEN MUSI RAWAS
R TK3 PROVINSI SUMATERA SELATAN
] \.\
/
] /
i
/'/
/] -
- / )
\.
\.
\
| / )
!
@440/ / // TK'4
1 BARUNGK.E‘&NG
=) \.
7 4
\,
] \.
\.\.’
75
_ /(:
i
%_ L @V@v\ &Q}
y '\b\ TK S KECAMATAN SELANGIT
| KECAMATAN TOPOS .\'\_
'\ . TK 6
1 \-‘_\\\*“—"/\\\ : &
3 =6, 2
Y, .N'\-l NN
| KECAMATAN i y/48\N
BERMANI ULU RAYA \ 4 N
\ J
. /.—' k
\ =
! KABUPATEN REJANG LEBONG s~ [\
\
PROVINSI BENGKULU .
T ’\..\.
\ L
\
. ]
| O%o v@‘% N
1’4/ O@%
2

9640000

9635000

T
215000

T
220000

T T
225000 230000 mT

mU

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR
TENTANG

48 TAHUN 2017
BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN
KABUPATEN LEBONG PROVINSI BENGKULU

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PETA BATAS DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN
KABUPATEN LEBONG PROVINSI BENGKULU

SKALA 1 :50.000
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PROYEKSI
Sistem Grid Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal Datum - WGS - 84
Zona 48 M
Satuan Tinggi meter
Selang Kontur : 25 meter
KETERANGAN RIWAYAT

1. Peta Rupabumi Indonesia Skala 1:50.000 Produksi Badan Informasi Geospasial Tahun 2016

LEGENDA
A Pilar Batas —_— Jalan
o Titik Kartometrik — Sungai
ommonm Batas Provinsi Garis Kontur
Batas Kabupaten Indikatif
DAFTAR KOORDINAT PILAR BATAS
Koordinat Geografis Koordinat UTM
No | Nama - -
Lintang Bujur X Y
1 TK 1 3°06'35.676" LS 102° 29'11.503" BT 220633 9655926
2 TK 2 3°08' 56.304" LS 102° 29' 16.958" BT 220812 9651604
3 TK 3 3°11'15.801" LS 102° 29'21.074" BT 220949 9647317
4 TK 4 3°13'35.424" LS 102° 29'11.165" BT 220654 9643025
5 TK5 3°15'30.935" LS 102° 29' 18.240" BT 220881 9639476
6 TK 6 3°16'06.131" LS 102° 29'39.380" BT 221537 9638396
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

W. SIGIT PUDJIANTO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19590203 198903 1 001




